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instansi/lembaga dari tingkat pusat maupun
daerah. Adapun yang menjadi tujuan dan
sasaran program rastra adalah sebagai
berikut:

1. Tujuan program rastra adalah
mengurangi beban pengeluaran
KPM melalui pemenuhan seba-
gian kebutuhan pangan beras.

2. Sasaran program Rastra adalah
berkurangnya beban pengelua-
ran KPM dalam mencukupi ke-
butuhan pangan beras melalui
penyaluran beras bersubsidi de-
ngan alokasi sebanyak 10 kg/
KPM/ bulan atau sesuai dengan
kebijakan pemerintah pusat.

Berdasarkan pra survey yang penulis
lakukan pada Desa Talang Gedabu Keca-
matan Rakit Kulim, terdapat beberapa
gejala-gejala yang berkaitan dengan proses
distribusi rastra.

1. Tidak tepatnya sasaran program
distribusi rastra untuk masya-
rakat miskin, hal ini dikarena-
kan beras sejahtera (rastra) yang
terdapat di Desa Talang Gedabu
tidak dapat dirasakan seluruh
keluarga miskin. (Hasil wawan-
cara dengan sekretaris Desa Ta-
lang Gedabu Kecamatan Rakit
Kulim)

2. Kurang jelasnya prosedur ten-
tang masyarakat yang berhak
menerima rastra sehingga ba-
nyak masyarakat yang ikut serta
dalam penerimaan rastra yang
tidak tergolong pada kriteria
masyarakat miskin. Pelaksanaan
subsidi rastra tidak sesuai de-
ngan tujuan yang terdapat pada
pedoman umum rastra. Penyim-
pangan yang sering terjadi yaitu
tidak tepatnya waktu pensubsi-
dian rastra sehingga menimbul-
kan hambatan dalam proses
peningkatan kesejahteraan bagi
masyarakat miskin.

3. Kejanggalan selanjutnya yang
diamati oleh peneliti adalah kua-
litas beras yang diberikan ma-

syarakat yang menerimanya ma-
sih dalam tanda tanya, karena
kebanyakan beras tersebut ku-
rang bagus bila dibandingkan
dengan beras kampung masya-
rakat yang mereka makan setiap
hari.

Berdasarkan gejala (fenomena) di-
atas, maka pertanyaan penelitiaanya adalah
bagaimana implementasi program beras
sejahtera di Desa Talang Gedabu Kecama-
tan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.
Implementasi adalah suatu tindanan atau
pelaksanaan dari sebuah rencana yang su-
dah disusun secara matang dan terperinci.
Secara sederhana implementasi dapat juga
diartikan juga sebagai pelaksanaan atau pe-
nerapan. Brown dan wildavsky (dalam
Nusrin dan Usman, 2004) mengemukakan
bahwa implementasi adalah suatu peluasan
aktivitas yang saling menyesuaikan.

Leo Agustino dalam Dasar-dasar ke-
bijakan publik (2008) mengatakan bahwa
implementasi merupakan suatu proses yang
dinamis dimana pelaksanaan kebijakan me-
rupakan suatu aktifitas atau kegiatan, se-
hingga pada akhirnya akan mendapatkan
suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau
sasaran kebijakan itu sendiri.

Daniel Mazmania dan Paul Sabatier
dalam bukunya Implementation and Public
Policy (1983) mendefinisikan kebijakan
sebagai
Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar,
biasanya dalam bentuk undang-undang,
namun dapat pula berbentuk perintah-
perintah atau keputusan-keputusan efektif
yang penting atau keputusan badan
peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut
mengidentifikasikan masalah yang ingin
diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan
atau sasaran yang ingin dicapai, dan
berbagai cara untuk menstrukturkan atau
mengatur proses implementasi”’.

Menurut Nugroho (2003), imple-
mentasi kebijakan pada prinsipnya adalah
cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai
tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang).
Selanjutnya Nugroho (2003) mengemuka-



kan bahwa perencanaan atau sebuah kebija-
kan yang baik akan berperan menentukan
hasil yang baik. Konsep (yang didukung
data dan informasi masa depan) kontribu-
sinya mencapai proporsi sekitar 60 persen
terhadap keberhasilan kebijakan tersebut
dan proporsi sekitar 40 persen terhadap
implementasi yang harus konsisten dengan
konsep.

Menurut teori Merilee S Grindle da-
lam buku Analisis Kebijakan Publik oleh
Subarsono (2005) adalah Keberhasilan im-
plementasi menurut Merilee S. Grindle di-
pengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi
kebijakan dan lingkungan implementasi.
Variabel isi kebijakan mencakup :

a. sejauh mana kepentingan kelompok
sasaran termuat dalam isi kebijakan

b. jenis manfaat yang diterima oleh
target group

c. sejauh mana perubahan yang di-
inginkan dari sebuah kebijakan

d. apakah letak sebuah program sudah
tepat

e. apakah sebuah kebijakan telah me-
nyebutkan implementornya dengan
rinci

f. apakah sebuah program didukung
sumber daya yang memadai

Sedangkan variabel lingkungan im-
plementasi kebijakan mencakup:

a. seberapa besar kekuasaan, kepen-
tingan, dan strategi yang dimiliki
oleh para aktor yang terlibat dalam
implementasi kebijakan

b. karakteristik institusi dan rezim
yang sedang berkuasa

c. tingkat kepatuhan dan responsivitas
kelompok sasaran.

METODE

Penelitian ini secara umum meru-
pakan penelitian deskriptif kualitatif. In-
forman penelitian adalah Kepala Urusan
Umum, Kepala Urusan Pembangunan dan
Tim Pelaksana Distibusi Rastra di tingkat
Desa. Teknik pengumpulan data adalah ob-
servasi, wawancara dan dokumentasi. Di
dalam analisis data menggunakan metode
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deskriptif, yakni informasi hasil wawancara
digabungkan dengan data yang didapat dan
digunakan dengan penelitian. Kemudian
penyajian data, reduksi data dan penarikan
kesimpulan.

HASIL
Isi Kebijakan

Isi Kebijakan adalah proses pene-
repan isi kebijakan yang disusun dalam
upaya merealsasikan tujuan yang telah di-
tetapkan. Pemahaman terhadap isi kebija-
kan menjadi titik tolak bagi implementor
untuk bisa mencapai standar implementasi.
Karena apabila implementor tidak mema-
hami isi kebijakan yang akan dilaksanakan,
maka sangat tidak mungkin isi kebijakan
yang sudah disusun dan ditetapkan dapat
direalisasikan. Oleh karenanya dalam upa-
ya memberikan pemahaman yang jelas
akan isi kebijakan, maka dibutuhkan para
implementor yang berkualitas pula. Sebab
dengan tingkat kualitas yang tinggi dari
seorang implementor, maka isi kebijakan
akan lebih mudah difahami dan dilaksana-
kan. Untuk itu dalam upaya mengimple-
mentasikan kebijakan dibutuhkan kesiapan
segala sumber daya yang dimiliki oleh
organisasi pelaksana kebijakan.

Dalam penelitian pelaksanaan Prog-
ram Beras Sejahtera di Desa Talang Ge-
dabu, isi kebijakan dapat dilihat dari :

a. Pemahaman kepentingan KPM  akan
Rastra

Dari hasil penelitian menunjukkan
bahwa pendataan program Rastra yang di-
lakukan terkesan dipisahkan serta keterba-
tasan waktu yang dilakukan dalam mela-
kukan pendataan yang memepengaruhi ta-
hapan pelaksanaan program Rastra.

Selama ini, kriteria keluarga prasejah-
tera 2 (dua) dari Badan Koordinasi Keluar-
ga Berencana Nasional (BKKBN) banyak
digunakan dalam penentuan sasaran pene-
rima bantuan, namun untuk menentukan sa-
saran penerima program Rastra di Indragiri
Hulu digunakan kritesia Keluarga Penerima
Manfaatdari Badan Pusat Statistik (BPS)
yang ditentukan dengan meggunakan meto-
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de pendekatan kamampuan (proxy-means
testing) dan didasarkan pada kerangka kerja
kontekstual, yang berarti variebal kemis-
kinan untuk tiap kabupaten/kota tidak
selalu sama.

b. Manfaat Rastra yang Diterima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tingkat kepuasan masyarakat yang meneri-
ma Rastra adalah cukup dari pada kepuasan
aparat atau tokoh Desa/Kelurahan yang
cendrung lebih mengatakan puas. Meski-
pun demikian penerima ataupun aparat/
tokoh ditingkat Desa/Kelurahan menilai
bahwa sosialisasi merupakan aspek yang
paling tidak memuaskan.

Hasil dari wawancara tersebut dapat
disimpulkan Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) cukup senang dengan adanya beras
Rastra ini, dan cukup mendapat manfaat
serta terbantu dalam pemenuhan kebutuhan
pokoknya berupa beras secara geratis, wa-
laupun sebagian KPM masih merasakan
kurang dengan adanya bantuan raskin ter-
sebut tidak bertahan lama dikarenakan jum-
lah anggota kelaurga yang cukup banyak.

c. Perubahan Kondisi Keluraga Penerima
Manfaat (KPM) Setelah Mendapatkan
Rastra

Suatu program yang bertujuan untuk
mengubah sikap dan prilaku kelompok sa-
saran rekatif lebih sulit diimplementasikan
dari pada program yang sekedar memberi
bantuan kredit atau bantuan beras kepada
kelompok masyarakat.

Dari analisis korelasi ketepatan pem-
bagian manfaat tersebut diatas, tingkat ke-
tepatan sasaran Program Rastra dapat di-
evaluasi, baik ditingkat kewilayahan mau-
pun ditingkat rumah tangga. Namun demi-
kian, perlu diperhatikan bahwa setiap uku-
ran yang digunakan dalam mengevaluasi
ketepatan sasaran akan memberikan evalu-
asi yang berbeda. Keragaman pengukuran
ketepatan sasaran dapat dijelaskan jika
diketahui dengan tepat konsep dan metode
pengukuran kemiskinan pembanding yang
digunakan serta tingkat analisisnya.

d. Ketepatan Sasaran Program Rastra

Keputusan penentuan Keluarga Pene-
rima Manfaat (KPM) yang berhak meneri-
ma Rastra diputuskan sepenuhnya oleh Ba-
dan Pusat Statistik (BPS), berupa daftar
Keluarga Penerima manfaat (KPM), tetapi
didalam daftar tersebut masih ada keluarga
yang mampu mendapatkan Rastra dan se-
baliknya masih ada warga miskin atau la-
yak yang mendapatkan Rastra tidak menda-
patkannya. Sehingga terjadi keresahan di-
tengah-tengah masyarakat, untuk masalah
ini penghulu adat (Batin) tidak ada menga-
jukan protes atau pun keluahan dari warga
terhadap program Rastra ini kepada desa,
dikarena kan memang daftar orang yang
menerima Rastra tersebut sudah ditentukan
langsung dari Kabupaten/Kota juga tidak
ada secara langsung dan terbuka warga
menyampaikan keluhannya kepada peme-
rintahan desa. Namun batin itu sendiri seca-
ra sadar dengan melihat kondiri warganya
yang serba kekurangan menenangkan hati
warga yang tidak mendapatkan Beras Se-
jahtera kepada warganya.

e. Kejelasan Implementor tentang Prog-
ram Rastra

Permasalahan yang muncul menyang-
kut pentargetan dan penyaluran program
Rastra terkait dengan lemahnya sosialisasi
program. Hasil wawancara dengan Bapak
Pida Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)
dan Bapak Andi (Staff Desa) pada Desa
Talang Gedabu, menyatakan bahwa :

Dari data tersebut di atas dapat disim-
pulkan bahwa implementor cukup paham
tugasnya masing-masing, sosialisasi juga
berjalan dengan baik sesuai dengan yang
diinginkan, akan tetapi belum tepat sasaran
karena warga yang membutuhkan beras be-
lum seluruhnya terakomodir karena jatah
jumlah penerima Rastra tersebut sudah di-
tentukan kuotanya sehingga tidak semua
tergolong miskin mendapat Rastra.

f. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya
Manusia (SDM) Sebagai Implementor

Keberhasian sebuah program harus

didukung dengan Sumer Daya yang mema-






